
 

 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  

NOMOR 3 TAHUN 2010  

TENTANG  

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

Menimbang  : a. bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki ekosistem terumbu karang 

sebagai habitat aneka ragam jenis ikan dengan keindahan 

panorama alam dasar laut yang unik dan produktif berpotensi 

sebagai penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik berupa 

sumberdaya ikan maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat;  

b. bahwa terumbu karang merupakan ekosistem yang amat peka dan 

sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, perlu dikelola secara 

bijaksana, komprehensif dan terintegrasi melalui pemberdayaan 

masyarakat agar tingkat pemanfaatannya tidak melampaui 

kemampuan alamiahnya untuk pulih kembali serta perlu dilindungi 

dari berbagai gangguan agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang 

tidak terbatas; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.  

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3299);  

2.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 

6.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3699);  

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 387); 

9.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

10.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 



Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4237);  

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

12.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389; 

13.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);  

14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang--

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

16  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739);  



18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  

19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 ); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3776); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3816); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3838); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3910);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengendalian 

Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3816);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4161);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan 

Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melaui 

Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4209); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan 

Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak 

Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang 

Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4210); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);  

30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 

Sumberdaya Ikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4779); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4858); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  


